PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Ahmad Yani Nomor. 04 Pangkalan Bun Kode Pos 74113 Kalimantan Tengah
Telepon / Faxs (0532) 21465, Email tphpkab kobar(agmail.com
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Nomor : 816/326 [TPHP.1/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 816/274/TPHP. 1/2021 Tanggal 08 Maret 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

)

Menimbang . a. Keputusan Bupati Nomor : 821/147/BKPP.111/2021 Tanggal 29 Juli tentang pengukuhan
dan pelantikan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat;

b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dipandang
cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK);

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat,

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

O Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia N0.6322);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
Anggaran 2021 {Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020
Nomor 10;

11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat;

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikuttura
dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Dagrah Kabupaten
Kotawaringin BaratTahun 2020 Nomor 75);

DPA-SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.1.3.27.0.00.0.00.09.00/00}/2021 Tanggal 20
Januari 2021

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Kotawaringin Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
816/274/TPHP.1/2020 Tanggal 08 Maret 2021 tentang Penunjukan Pejabat Peiaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daersh Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021,

Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortkultura dan
Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 816/274/TPHP.1/2021 tanggal 08
Maret 2021 tentang Penunjukan Pejabat Peiaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 menjadi sebagaimana terlampir;

Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini

sebagai Pejabat Peiaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan wewenang :
a. Mengendalkan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD;
b. Menyiapan dokumen dafam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran
kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
C. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit
SKPD sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.
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